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Menimbang:

Mcnqinqat

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR ETAHUN 2011

TENTANG

PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata
dan bertanggungjawab di Kota Pekanbaru, perlu dilakukan
penyesuaian dan pengaturan kembali Pajak-Pajak Daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa Pajak Daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan
daerah yang memiliki peranan yang strategis dalam meningkatkan
kemampuan keuangan daerah akan digunakan untuk keperluan
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu
ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru yang sesuai dengan
maksud undang-undang tersebut;

d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a, huruf b,
dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota
Pekanbaru tentang Pajak Parkir;

1. Undang-Undang Rcpublik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang
I)cmbcntLtkiln Dacrith Otonont, Kota l(ecll Dalam Llngkungan proplnsl
Sumatera Tcngal) (Lcnrbaran Negara'fahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Republik Indonesia trlcrnor B Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);

4 Undang-Undang Republik Indonesia triomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan Undang-UnCang l,,lomor tj,tmor 19 Tahun 1997 tentanq
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (:-':mbaran Negara Tahun 2000
Nomor 129, Tambahan Lenrbaran Neoara Nomor 3087);



5. Undang-Undang Repubrik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan peraturan perundang-Undangan (Lembaran t,tegari
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran t'regbra rrlomor 4359);

(r. lJrIlirrIl-t.lrrl,rrrr; l(t:Ptrlrlrk rrrtkrnt::,r.r Nonror J2 Tahun 2004 tentang
l)crrrcrlrrtalr.rrr Dacr.rrr (Lcrrrb.r.,rr Ncgirra Tahun 2004 Nomor 125]
Tambahan Lcnrrrararr Ncgara Nomor 4437) sebagatmana teraii
beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang i,lomor 12 Tahun 2OOg
tentang Perubahan Kedua Atas Undang_Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahai
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1993 tentang pelaksanaan
Undang-Undang Nomor B Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran
N(:(,.rt(r Nornor i,):,ll);

I0.Peraturan Pcrncrlntah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penyitaan dalam Rangka Penagihan PaJak Dengan Surat paksa
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4049);

12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

l3.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang
Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan
Tata Cara Pembukuan;

l4.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang
Tata C ra Pcnxrriksaan Dil)i(lang Paiak Daerah;

15.Keputusan Menteri Dalam Negerl Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retrlbusl Daerah
dan Penerimaan Pendapatan lain lain.

l6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

2

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggara Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan
Informasi Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4693);



lT.Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2000 tentang

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota

Pekanbaru;

lS.Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok

Sekretariat Daerah, Sekretiriat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

KecamatandanKelurahanDilingkunganPemerintahKotaPekanbaru;

lg.Pcraturan Dacrah Kota Pckanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Susunan Organlsasl, Kedudukan dan Tugas Pokok

Badan, Dinas dan Kantor Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN :

DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG PA'AK
Menetapkan : PERATURAN

PARKIR

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;

3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;

4, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;

5.DinasPendapatanadalahDinasPendapatanDaerahKotaPekanbaru;

6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau Pejabat Lain

di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

7. parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat

sementara;

8. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan'

baik yang OiseOiat<an Beif<aliin'Oen'gan p-Jkok usaha, termasuk penyediaan tempat

penitiPan kendaraan bermotor;

9. Penyelenggara Parkir adalah Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan

TemPat Parkir;

J

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

Dan

WALIKOTA PEKANBARU

BAB I
KETENTUAN UMUM



10' Badan adarah sekumpuran orang dan atau modar yang merupakan kesatuan baikyang merakukan usaha maupun vang tioar merar<uta,i ,r.i.,lr ,*riri,iiilrr"rornTerbatas, perseroan Komanditer,' peiseroan t-ainnya, Badan 
'usani 

Mitit< Negaraatau Daerah dengan Nama dan dalam Bentuk apapun,Firma, Kongsi, Koperasi,Dana Pensiun, persekutuan, ee*umpuran, iuyurun, organisasi Massa, organisasisosiar poritik atau organisasi yang seienis, iemoaga, 
-aentul 

uiJ]'i"tup ounBentuk Badan lainnya;

11. Surat pemberitahuan 
faja!..D9e1ah, yang selanjutnya disingkat SpTpD, adalahsurat vang digunakan oreh wajib pajak un[uk metipoi*an nenirrllr*;;;!n/ utu,pembayaran pajak, objek pajak dani atau bukan objek pajak, iun/ uiru ili.tu ounkewajiban yang terutang sesuai dengan ketentuan p-eraturan'p"iunoing-rnoungun

Perpajakan Daerah;

12. surat setoran pajak Daerah, yang disingkat sspD, adarah surat yang dipergunakan
oleh Wajib pajak untuk melakukan fembayaran atau penyetorin palit yang
terutang ke Kas Daerah atau ke tempat rain yang ditunjuk bten waritota---

13. surat Ketctapan pajak Daerah Kurang Bayar, yang disingkat sKpDKB, adalah surat
kcputusan yang mcnentukan bcsarnya jumlah pajak ya-ng terutang, lumtan rreolt
pajak, jumlah kekurangan pcrnbayaran pokok pajak, besirnya sanliisi aomrntstrast
dan jumlah yang harus dibayar.

14. surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang disingkat SKPDKBT,
adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang
ditetapkan.

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKPDLB, adalah Surat
keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah
kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya
terhutang.

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dlsingkat SKPDN, adalah Surat
Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada krEdit pajak.

17. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau
dcnda;

18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan
mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan
pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;

BAB II
NAMA, OB]EK, DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

4

Dengan nama Pajak Parkir, dipungut Pajak atas setiap pembayaran penyelenggaraan

tempat parkir.



(1)

(2)

(1)

(2)

Objek Pajak parkir adalah O,e1V_e]lnOOgrgan tempat parkir di tuar badan jatan, baikyang disediakan berkaitan dengan potot usana mulprn yurg disediakan sebagaisuatu usaha, termasuk penyediian l"rput p"niiipui-t uraur.un bermotor. ]

lldak termasuk objek pajak. sebagaimana Oir"tlrJ pada ayat (1) adalah:a. Penyelenggaraan tempat parkir oteh peme.inian ian pereri'nian oi"i.Ub' Penyelenggara tempat parkir oreh p"rr.unto.* yang hanya digunakan untukkaryawannya sendiri;
c. Pe.nyelenggaraan tempat, parkir oreh kedutaan, konsurat, perwakiran negaraasing dengan azas timbal balik.

Pasal 3

Pasal 4

subyek Pajak Parkir adarah orang pribadi atau Badan yang merakukan
kendaraan bermotor.

parkir

wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan
tempat parkir.

BAB ITI
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar
kepada penyelenggara tempat parkir.

Pasal 6

(1) Besarnya tarif pajak untuk setiap kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 30 9o
(tiga puluh persen) dari jumlah pembayaran atau tarif jasa tempat parkir.

(2) Harga karcis jasa parkir ditetapkan oleh Walikota sudah termasuk pajak parkir atas
permohonan penyelenggara/ pengelola tempat parkir.

(3) Sebelum karcis tanda pembayaran jasa parkir dipergunakan kepada pemakai jasa
parkir, pengelola/ penyelenggara tempat parkir diwajibkan melegalisasi/
memporporasi karcis tanda pembayaran jasa parkir kecuali yang menggunakan
mesin komputerisasi parkir atau sejenisnya kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN, WILAYAH PEMUNGUTAN DAN

PERHITUNGANPAJAK

Pasal 7

Pemungutan l']aJak tldak dapat dlborottgk;ttr.

Pasal 8

Wajib Pajak memenuhi kewajiban Pajak sendiri dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB,

dan atAu SKPDKBT.

Pasal 9

5

Palakyang terutang di pungut di Witayah Kota Pekanbaru.



Besarnya pokok paiak terutang dihitung dengan cara. mengalikan Tarif pajaksebagaimana dimaksud easat e oJngin ;;r ;ff;aan sebagaimana dimaksud pasal

Pasal lO

Pasal 11

(1) Penyelenggara parkir wajib memberikan tanda bukti parkir berupa karcis kepadasetiap pengguna jasa parkir.
Pengadaan. tanda bukti parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan
oleh Penyelenggara.
Tanda Bukti Parkir/ Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatpengesahan dari pemerintah Kota berupa porporasi, t<ecuati yang rnengg;ni[un
sistem komputerisasi pajak parkir.
Tanda bukti Parkir/ Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat 3 (tiga)
kolom terdiri dari :

a. Kolom I : Untuk pengguna -lasa parkir.
b. Kolom II : Untuk Wajib pajak.
c, Kolom III : Untuk pemerintah Kota pekanbaru.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN

PAJAK DAERAH

(1) Untuk mendapatkan data wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan

terhadap wajib Pajak baik yang berdomisili di dalam maupun diluar wilayah

daerah yang memiliki Objek Pajak di Wilayah Daerah yang bersangkutan'

(2)

(3)

(4)

Pasal 12

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Kalender.

Pasal 13

Pajak Terutang dalam masa Pajak terjadi pada saat pembayaran penyelenggaraan
parkir.

Pasa! 14

(3)

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan
lengkap sefta di tandatangani oleh wajib Pajak atau kuasanya.
SPTPD sebagaimana pada ayat (1) harus disampaikan kepada Walikota selambat-
lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak.
Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota .

Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah
ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 o/o

(dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar

untukjangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

BAB Vt
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 15

(1)
(2)

(4)
(s)
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(2) Kegiatan pendaftaran 
_dan.pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawaridengan mempersiapkan dokumen vang oiperiuran, berupa formurir pendaftarandan pendataan serta diberikan tepaOa fita;tO eajat.(3) seterah dokumen sebagaimana dimat<suo laoi ayat (2) dikirim atau diserahkankepada wajib pajak, wajib pajak mengisi io*rii,. pLioitarrn Jun i*out undengan jeras, rengkap.dan benai, serta niengembarikan kepaJa p"trgi, [i;.r..(4) Petugas pajak mencatat formurii punaartirin oan pendataan yang dikembarikanoleh wajib pajak dara.m_Daftar Induk wajib pajak oeroasa*an no-*Ji'iirt vungdigunakan sebagai NpWpD.

(5) Untuk memberikan kemudahan perayanan kepada wajib pajak, NpwpDdicantumkan dalam setiap dokumen ierpiiakan Daerah

Pasal 16

(1) wajib pajak yang menyanrpaikan sendiri sprpD sebagaimana drmaksud pasar 14ayat (1) digunakan untuk menghitung. memperhitunlkan oun ,un"tuxan pajak
sendiri yang terutang.

(2) Dalam jangka waktu 5 (rima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, warikota ataupejabat yang ditunjuk dapat Menerbitkan :

a. SKPDKB;
b. SKPDKBT; dan
c. SKPDN

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang
terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi adminishasi berupa bungi
sebesar 2 o/o (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
di hitung saat terutangnya pajak ;

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan
telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2 o/o (dua pcrscn) sebulan di hitung dari pajak yang kurang atau
tcrlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empatf bulan
di hitung saat tcrutangnya pajak;

c. Apabila kewajiban menglsi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dthttung
secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi kenaikan sebesar 25 o/o (dua
puluh lima persen) dari pokok pajak di tambah sanksl admlnlstrasl berupa
bunga sebesar 2 o/o (dua persen) sebulan di hitung dari Pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
di hitung saat terutangnya pajak.

(4) SKPDKBT sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila
ditemukan data baru atau data sebelumya belum terungkap yang menyebabkan
penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesar 100 o/o (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak
tersebut.

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah
pajak yang terutang sama besarnya jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit pajak.

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam
jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah
dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 o/o (dua persen) perbulan.

(7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak
dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan

pemetv.saan.

1



(1) Pembayaran pajak dirakukan di Kas Daerah atau tempat rain yang dituniuk orehwarikota sesuai waktu yang ditentukan daram sprpo, srpo(e,'tidii'BT, 0.,srPD. Apabira pembayaran pajak dirakukan ditempat tarn yanj alGur., nasirpenerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah serambat-rambuinyu-i 'iz+;u,
atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.(2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirakukan
dengan menggunakan Surat Setoran pajak Daerah fSSpbj.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

Pasal 18

(1)
(2)

(3)

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib
Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu terteniu, setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus
dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2olo
(dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib
Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan
setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar
2 o/o (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara
pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pada ayat (4),
ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(4)

(s)

Pasal 19

BAB VITI
TATA CARA PENAGTHAN PAJAK

Pasal 2O

(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal

tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh

tempo pembayaran.
(Z) Daljm jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat

peringalan atau Surat Lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang

terutang.
(3) Surat T"guran, surat Peringatan atau surat Lain yang sejenis sebagaimana

dimaksud-pada ayat (1) dikeluarkan oleh walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 diberikan tanda
bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota atau pejabat
yang ditunjuk.
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(1) Apabila jumlah pajak yang. masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktusebagaimana ditentukan dalam surat reguran atau surat eeringatan Jtzu surat
Lain yang sejenis, iumlah ?aJ^af 

yang harus dibayar ditagih denga;iuiat par,sa,(2) pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah rewaf 2L rJii pririi lJtuy narisejak tanggar surat reguran atau surat peringatan atau su;t L;in vunJ re:"ni,
disampaikan.

Pasal 21

Pasal 22

setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya,
setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat perintah Nelaksanakan
Penyitaan, walikota atau pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan
tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 23

Pasal 24

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan
lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 25

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak
Daerah ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IX
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN

DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 26

Pasal 27

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x24 jam sesudah
tanggal pemberitahuan surat paksa, Walikota atau pelaoat yang ditun;uk segera
menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan penyitaan.

( 1 ) Walikota karcna jabatan atau .rt.ls pcrtttoltonan Wajlb Pajak dapat :

a. Mcnrbetulkan SKI)DI(B atau SKI'DKIIT atau STPD yang dalam penerbltan

terdapat kesalahan tulis, kcsalahan hitung, dan atau kekellruan dalam

menerapkan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;

b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan Pajak;

9

(1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan,

keringanan dan pembebasan Pajak.
(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota'

BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN

PENG HAPUSAN ATAU PE NGU RANGAN SAN KSt ADMINISTRASI



(2)

(3)

(4)

c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda
dan kenaikan Pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut oitenarin rarena
bukan kesalahan wajib pajak;

Permohonan, pembetulan, pembataran, pengurangan ketetapan dan penghapusan
atau pengurangan sanksi administrasi atas sKpDKB, SKPDKBT dJn srpD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di sampaikan secara tertulis oleh
wajib pajak kepada Walikota, setambat-tambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal diterimanya SKPDKB, SKPDKBT dan srpD dengan memberi alasan yang
jelas.
walikota paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Walikota tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan,
pcngurangan kctcta;rarr clan lrcnghaprrsan atau pcngurangan sanksl admlnlstrasi
rttitkir ;trlrrrrolrorrirrr rllirrtr;r;;rp rllkitlrr tlk,rn.

BAB XI
PEMERIKSAAN

Pasal 28

BAB XIT
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 29

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atas :

a. SKPDKB
b. SKPDKBT
c. SKPDLB
d. SKPDN
permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan

secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3
(tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh

(2)
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(1) Pajak yang telah dlbayar, setiap 3 (tiga) bulan diperiksa oleh tim pemeriksa yang
hasilnya dibuat dalam berita acara untuk dipergunakan sebagai dasar perhitungan
atAs SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDLB.

(2) Tim Pemeriksa Pajak dibentuk berdasarkan keputusan Walikota atau Pejabat lain
yang ditunjuk.

(3) Tim pemeriksa sebagaimana pada ayat (1) mempunyai tugas menguji kepatuhan
pemenuhan pembayaran Pajak.

(4) Untuk keperluan pemeriksaan, wajib pajak diwajibkan memperlihatkan,
meminjamkan buku catatan, dokumen dan memberikan kesempatan untuk
memasuki ruangan/ tempat yang diperlukan dan memberi keterangan yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(5) Walikota dapat memerintahkan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan
penungguan pada objek pajak yang bersangkutan dalam hal :

a, Wajib Pajak mengajukan keberatan atau keringanan terhadap SKPDKB dan
SKPDKBT; dan

a. Untuk mendapatkan data yang objektif dilapangan.
(6) Hasil Penungguan selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menentukan Pajak.
(7) Lamanya jangka waktu penggunaan ditentukan oleh Walikota.



(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

wajib Pajak kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu

itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya'

walikota dalam' jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal

surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima,

sudah harus memberikan keputusan.
npiOitu r"t"tun lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada

u,ii t:l Walikota tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan

dianggap dikabulkan.
p*s.jrl'i kebcratan s.llrrgalprarrir rllnurksLtcl pacla ayat (1) tldak menunda

kewajiban membaYar Pajak.

Pasal 3O

Wajib Pajak dapat mengajukan.banding .kqp3d?. 
Badan Penyelesaian Sengketa

pljl,i a#. i."6ra wanJ 5 (Uga) butan ietetah.diterimanya keputusan keberatan.

bilg;il; u'ano''ing sebagaimana ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar

pajak.

Pasal 31

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pasal 29 atau banding

tJu.gri.l..'Jfuksud dalam pasal 30 dikabulkan sebagian atau seluruhnyal<elebihan

o"r6ur.r. pajak dikembilikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 o/o (dua

p"rienj t"Oufln untuk paling lama 24 (dua puluh empat ) bulan'

BAB XIII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN

PEMBAYARAN PA]AK

Pasal 32

(1)WajibPajakdapatmengajukanpermohonanpengemba|iankelebihan.pembayaran\-/ 
puj'ul f,"puOu Walikota ieiara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :

a.' Nama dan Alamat Wajib Pajak ;

b. Masa Pajak;
c. Besarnya kelebihan membayar Pajak;

d. Alasan Yang jelas.

tzl waitroia oliam langra wakru pating tama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanva

Dermohonan pengembalian reteuinin pembayaran pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sudah harus memberikan keputusan'

ttl lpiOlfa iangka waftu iebigaimana dimakiud dengan avat (2) dilampaui' walikota
'-' tidak mem5erikan kep-u-tus-an, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran

puiur, ahnggup oiraiurr<in dan sKpDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu

palincl lama 1 (satu) bulan'
('l) Al).rl)ll.l w.rJlll P.lJ.rh "'ii'i'tu"'y.,' 

ttt'rtrr;.p'.rl'rh l'rlrrtry't' kt:lclrlllntt pcmbayornn pajnk

scbag;alnrana <ttmaxsirct pilOii iry.'r 1ij lirrrgr;trrrg cllpcrhltungkan untuk melunasl

terre5tn dahulu utang pajak dimaksud'

(5) i,;;;;;iian rereuirr'a"ri p.*uivu|.un qglak dilakukan dalam waktu pallns lama

2 (dua) outan selar'ilttibiik;;;il s(por-e dengan menerbitkan surat Perintah

Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)' 
.

(6) Apabila pengembatian tttuoinun pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu

2 bulan selar oiterniirarnvu irpoLa, walit<ota memberikan imbalan bunga 2 o/o

(d;; ;;;;l atas keterlam'batan pembavaran kelebihan pajak'

1l



Pasal 33

Apabila kelebihan pembayaTl qr]1k di perhtungkan dengan u*ng pajak tainya,sebagimana dimaksud dalam pasil l2 ayat'(+) pJilavarannya ditakuka n denqan carapemindahbukuan dan bukti pemindahbu[ui,i ;iri, 6l,.ijir1#;#i*ffi:l##%r.".
BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 34

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka
waktu 5 (lima) tahun. terhitung sejak terutangnya pajak, kecuali apabila- wijlb
Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.

(2) Kedaluwarsa Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
apabila:
a. rlitcrbitkan Surat Tr:guran dan/atau Surat paksa atau;
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib pajak baik langsung maupun Udak

langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan surat reguran dan surat paksa sebagalmana dimaksud pada

ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian
Surat Paksa tersebut.

4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai
utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 35

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru
diberi wewenang khusus sebagai penyidik atau melakukan penyidikan tindak
pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan
tindak pidana perPajakan daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan

sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan

dengan tidak pidana dibidang perpajakan daerah;

e. Melikukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,

pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap

bahan bukti tersebut;
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka petaksanaan tugas penyidikan

tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau- 

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas

orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;

t2

BAB XV
PENYIDIKAN



h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;

i. Memanggil orang untuk didcngar ketcrangannya dan dlperiksa sebagai

tersangka atau saksi;
j. Menghentikan Penyidikan;-k. 

Nelalrkan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidlkan tindak pidana

dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat

dipertanggungjawabka n.

(3) penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberltahukan dimulainya

punyioit an dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum

melilui penyidik pej;bat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan

ketentuan daiam unding-Undang Hukum Acara pidana yang berlaku'

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

Walikota dapat menutup dan menyegel ijin usaha bagi pengusaha apabila : 
.

a. Melalaikan dan atau selama i (dua) bulan berturut-turut tidak membayar pajak

atau ;

b.Dengansengajamemungutpajakdengantidakmenggunakantandabuktiyang
sah,ltau m6mungut pajak tidak disetorkan ke Kas Daerah, ataul

c. rtoik mclayanl oengan baik pctugas cjan atau tanpa dasar alasan yang sah_menolakunt,rdiadakantindakanpenungguan,pemerlksaandan.melawan

f"tugu, pemeriksa yang sah yang dilengkapi dengan surat tugas dari Walikota

atau Pejabat Yang ditunjuk.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

(1)WajibPajakyangkarenakealpaannyatidakmenyampaikanSPTPDataumengisi'-' 
dengan tidak'benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan

p,ou-ni r.rirngun paling liria : (tigi) Butan dan atau denda paling banyak 2 (dua)

kali jumlah Pajak Yang terutang.

tzl wi;ir.i pajai yan6 dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau. menglsi

Oengan tidak 
'benir 

ata-u tidak tengkap atau melampirkan keterangan lain yang

tida[ benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana

pen;ara paring tariS s (tigal butan dan atau denda 2 (dua) kali jumlah pajak yang

terutang.

bersangkutan.

Pasal 37

Pasal 38

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LATN

Pasal 39

'l.lrrdak pklilrra scbagalnraila yirrtg clltrr.rksud claldr.tr pasal 37 tldak dltuntut setelah

;;;dri j;;gh wiktu 5 (1ma) iahun sejak saat terurangnya pa1ak atau b_erakhlrnva

Nurl puiur'uti, berakhirnyi aagian ranun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang

Hal-halyangbelumdiaturdalamperaturandaerahini,sepanjangmengenaiteknis
p"raxiun-*ni,va akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.
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Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Nomor 04

irn,in zo-og tentang pajak Parkir (Lembaran Daerah rahun 2008 Nomor 4) dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

AgarsupayasetiaporangmengetahuinyamemerintahkanpengundanganPeraturan
Dierah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

4

Ditetapkan di Pekanbaru
a nggalrEBBlAB[ 2011p

\KO

AN B

*
ABDULI-AH

Di undangkan di Pekanbaru
pada tanggal 93 fEBElrABi 2011

SE RAH KOTA PEKANBARU,

gEKRE'I

s
Utama Muda

30515 198303 1 006

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2Ol1NOMOR A}

I
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PEN]ELASAN
ATAS

I. UMUM

IT. PASAL DEMI PASAL

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomol 28 Tahun 2009 tentang PaJak Daerah

Oan'netriOrti Daerah, maki seluruh ketentuan yang mengatur PaJak Daerah dan

netrinusi Daerah perlu disesuaikan dengan Undang-Undang dlmaksud'

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyelenggaraan lemp.at .parkir di luar

ffi;;l;t.; oleh 
-orang 

pribadiatau badan. baik yang disediakan berkaitan dengan

pokokusahamaupunyangdisediakansebagaisuatuusaha,termasukpenyediaan
iempat penitipan i<endaraJn bermotor dan garasi kendaraan bermotor ditetapkan

,.nrioi'iuiun satu jenis pajak daerah. Untuk. itu^maka peraturan Daerah Kota

p.rjnouru- Nomor 04 tanun zooa tentang pajak parkir (Lembaran Daerah Kota

pe[anUaru Tahun 2008 Nomor 4), dinyatakan tidak berlaku'

selanjutnya sebagai Landasan Hukum dan Pedoman dalam melakukan Pemungutan

p.jifiOi""n maia ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun

2011 tentang Pajak Parkir.

TENTANG

PAJAK PARKIR

: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah

bahia seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak

diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dimungkinkan

adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam -rangka
proses pemungutan pajak, antara lain percetakan.formulir

perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak

itau ferhlmpunan data obyek dan subyek pajak' Kegiatan

yang tidak dapat dikerjasamakan. dengan pihak ketiga

iOaian fegiatan penghitungan besarnya. pajak yang

terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan

pajak.
: CukuP jelas
: CukuP jelas
: CukuP jelas
: Cukup jelas

Pasal 1

Pasal 2
Pasal 3

Pasal 4
Pasal 5

Pasal 6
Pasal 7

Pasal B

Pasal 9
Pasal 10
Pasal 11

l5
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Pasal 12
Pasal 13
Pasal 14

: Cukup jelas
: Cukup jelas

: Cukup jelas
; Mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga 2o/o per-bulan atas keterlamUatan penyampiiJn- spfpOyang tidak disampaikan tepat waktu Oin suOifr oitegur

sccara tcrlulis.
Cukup jcla:;
Pasal ini mengatur tentang penerbltan surat ketetapan
pajak atas pajak yang dibayar sendiri. penerbitan surat
ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib pajak tertentu
yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian
SSPD atau karena ditemukannya data fiskal ying tidak
dilaporkan oleh Wajib pajak.
Cukup jelas
Ketentuan ayat ini memberi kewenangan kepada Walikota
untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN
hanya terhadap kasus-kasus teftentu seperti tersebut
pada ayat ini, dengan perkataan lain hanya terhadap
Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan
hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan
atau kewajiban material.
Ayat ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak
memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 o/o (dua
persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat
dibayar. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak
saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya
SKPDKB.
Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban
perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu
dengan ditemukannya data baru dan atau data yang
semula belum terungkap yang berasal dari hasil
pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah,
maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi
berupa kenaikan 100 Yo (seratus persen) dari jumlah
kekurangan pajak. Sanksi administrasi ini tidak dikenakan
apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan
tindakan pemeriksaan.

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

l)asal l5
Pasal 16

Ayat (1)
sd. Ayat
(4)
Ayat (5)

Ayat (1) :

Ayat (2) ;

Ayat (3)

Ayat (5)
s.d. Ayat
(7)

16

Ayat (4)

Pasal 17

Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 23
Pasal 24



Pasal 25
Pasal 26 Ayat (1)

Ayat (2)
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 29 Ayat (1)

Huruf a
s.d.
Huruf c
Ayat (2)

Ayat (3)
s.d. Ayat
(s)

Pasal 30
Pasal 31

Pasal 32
Pasal 33
Pasal 34 Ayat (1)

Huruf a

Ayat (2)
huruf b

Ayat (3)
s.d. Ayat
(4)

: Cukup jelas
: Walikota karena jabatannya dan berlandaskan unsur

keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan
Ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib pajak
yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak
memenuhi persyaratan formal meskipun persyaratan
material terpenuhi (Wajib pajak dalam mengajukan Surat
Keberatan tidak pada waktunya).

: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak

dalam surat ketetapan pajak dan pemungutan tidak
sebagaimana mestinya, maka Wajib pajak dapat
mengajukan keberatan hanya kepada Walikota yang
menerbitkan surat ketetapan pajak. Keberatan yang
diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan
dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya
dibayar menurut perhitungan Wajib pajak. Satu keberatan
harus diajukan terhadap satu Jenls paJak dan satu tahun
pajak.

Cukup jelas
Yang dimaksud dengan "alasan-alasan yang jelas" adalah
mengemukakan dengan data atau buKi bahwa jumlah
pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang
ditetapkan oleh fiskus tidak benar.

Cukup jelas
Cukup jelas
Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai
dengan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih
Bayar.
Cukup jelas
Cukup jelas
Surat Kedaluwarsa Penagihan Pajak ini ditetapkan untuk
memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tersebut
tidak dapat ditagih lagi.
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa,
Kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal
penyampaian surat Paksa tersebut.

Yang dimaksud dengan Pengakuan Utang Pajak secara
langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya masih

mempunyai utang pajak dan belum melunasinya pada

Pemerintah Kota. Yang dimaksud Pengakuan Utang Pajak

secara tidak langsung adalah Wajib Pajak tidak secara

nyata-nyata langsung mengatakan bahwa ia mengakui
mempunyai utang pajak kepada Pemerintah Kota.

: Cukup jelas
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Pasal 35 Ayat (1)

Ayat (2)
s.d. Ayat
(3)

Pasal 36
Pasal 37 Ayat (1)

Ayat (2)
s,d. Ayat
(3)

Pasal 38

Pasal 39
Pasal 40
Pasal 41

: Penyidik di bidanq oeroajakan 
.daerah adalah pejabatPegawai Negeri sipir' tertentu diringkungan pemerintah

Kota y a n,g dian gkat oreh ne;a ba i yi,ij1",,ir"ffi ,.r"ruui

dengan ketenruan peraturan pu.,jnoJri_-uno1 igin runnbertaku. penyidikan tindak pidana ai oioirJ-pE pi;ur,"n
daerah dilaksanakan menurut ketentuan 

-vinq-iiutu
dalam Undang-Undang Hukum Acara pidana. ' -

: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Dengan adanya Sanksi pidana, diharapkan timbulnya

kesadaran Wajib pajak untuk memenuhi Kewajibannya.
Yang dimaksud kealpaan, tidak sengaja, lalai, tiiak hati_
hati atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga
perbuatan tersebut menimbulkan kerugian Keuangan
daerah.

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud ayat ini
yang dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang
lebih berat dari pada alpa, mengingat pentingnya
penerimaan pajak bagi daerah.
Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan kepastian
hukum bagi Wajib Pajak, Penuntut Umum dan Hakim.
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
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